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MOTTO 

Aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin 

kelangsungan hidup Negara dan merupakan syarat utama mendukung terwujudnya 

masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan UUD 1945.
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 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  
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RINGKASAN 

 

Kejahatan di dunia nyata tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi 

dapat juga dilakukan oeh anak. Penanganan yang dilakukan dalam menangani pelaku 

dwasa dengan anak ini sangat berbeda. Apabila penanganan untuk anak nakal yaitu 

menggunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak 

yang melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 disebut dengan anak 

nakal. Batas usia anak nakal menurut Undang-Undang Nmor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak yaitu telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 

umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, penyidikan terhadap 

anak nakal dilakukan oleh penyidik anak. Penyidik yang dimaksud menurut Pasal 6 

huruf a KUHAP penyidik adalah pejabat Negara Republik Indonesia. Polisi yang 

menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Repubik Indonesia  bahwa polisi merupakan pegawai negeri. 

Skripsi ini terdapat dua rumusan masalah yang dianalisis, yaitu pada 

permasalahan pertama, apakah proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik 

terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana sudah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Permasalahan kedua, 

Bagaimanakah apabila pelaku penganiayaan merupakan oknum polisi yang dikaitkan 

dengan fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR. Tujuan 

dari penulisan skripsi ini adalah tujuanya untuk menganalisis kesesuaian proses 

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terhadap anak yang diduga melakukan 

tindak pidana dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 

Anak, serta menganalisis apabila pelaku penganiayaan terhadap anak adalah seorang 

polisi yang dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam Putusan Nomor 

136/Pid.B/2012/PN.MR. 

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan tipe 

penelitian yuridis normatif, yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai macam 

aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, dan peraturan-peraturan 

yang terkait serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian 

dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan 

masalah berupa pendekatan undang-undang (statue approach), bahan hukum yang 

digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 
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Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa oknum polisi yang melakukan 

proses penyidikan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dalam 

perkara Nomor136/Pid.B./2012/PN.MR  tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Ketidaksesuaian ini dibuktikan pada isi pasal 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan fakta yang 

terungkap di dalam persidangan khususnya pada Pasal 42 ayat (1), (2), Pasal 51 ayat 

(1),(2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Apabila 

yang melakukan tindak pidana adalah oknum polisi yang merupakan pegawai negeri, 

maka Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya harus menggunakan Pasal 52 

KUHP. Pasal 52 KUHP digunakan sebagai dasar hukum pemberat pidana untuk 

kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri dalam lingkup jabatannya. Dalam 

Putusan Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR, Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan 

Pasal 52 KUHP terhadap para terdakwa, padahal perkara ini telah memenuhi unsur 

Pasal 52 KUHP. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan kondisi atau jabatan terdakwa 

sebagai oknum polisi. 

Adapun saran dari penulis adalah aparat penegak hukum yang menangani 

perkara anak seharusnya lebih memperhatikan kepentingan dari si anak tersebut 

berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang  Pengadilan Anak. 

Para aparat penegak hukum yang menangani suatu perkara pidana khususnya Jaksa 

Penuntut Umum apabila terdakwanya seorang pegawai negeri atau pejabat maka, 

harus mendakwakan Pasal 52 KUHP sebagai dasar pemberat pidananya. 
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